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Palu,  (antarasulteng.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah memberikan enam rekomendasi perbaikan bagi manajemen PT Bank Sulteng sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas efisiensi dan efektivitas program bank dalam rangka peningkatan perekonomian daerah tahun buku 2014 dan semester I 2015. 

Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, M. Bayu Sabartha, dalam laporannya di aula Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis, mengatakan enam rekomendasikan BPK tersebut yaitu memperbaiki kualitas manajemen SDM, pemasaran dan sistem perbankan.

Selanjutnya, meningkatkan kualitas likuiditas, meningkatkan modal bank, menyusun dan menerapkan strategi dalam pengelolaan kas daerah serta menyusun kebijakan peningkatan kredit produktif.

Menurut Bayu, sesuai Pasal 20 UU No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, gubernur/bupati/walikota/direksi berkewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan memberi penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut rekomendasi tersebut.

"Jawaban atas penjelasan tersebut selambatnya 60 hari setelah laporan diterima, sesuai dengan berita acara yang telah dibuat," jelasnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan apa pun hasil pemeriksaan BPK harus diterima dengan lapang dada dengan segala resiko. Kesemuanya itu perlu kita perbaiki dan benahi untuk lebih baik lagi kedepannya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sulteng telah merencanakan kebijakan penambahan modal, namun terkadang di tingkat kabupaten belum bisa menggulirkannya sehingga itu menjadi kendala.

"Bank Sulteng dipacu mencari dana pihak ketiga untuk menambah modal, namun asumsi masyarakat bahwa itu bank milik PNS, sehingga mereka belum tertarik berinvestasi," ungkap Longki.

Ia juga meminta Direktur Utama PT Bank Sulteng Rahmat Abdul Haris untuk terlebih dahulu menyelesaikan temuan dalam LHP sebelum menggelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada Maret 2016.


image1.jpeg




image2.png




